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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL Dl KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan
ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal di Daerah,
perlu diatur ketentuan mengenai pemberian
insentif dan kemudahan penanaman modal
dengan menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal di Kabupaten Lampung
Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang - Undang Drt.
Nomor 4 Tahun 1956 tentang
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Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866);
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hid up (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif
dan Pemberian Kemudahan Penanaman
Modal di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4861);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan
untuk Penanaman Modal di Bidang -
bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah
- daerah Tertentu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5688);

14.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005
Tentang Keijasama Pemerintah dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 66 Tahun 2013;
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15.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Bidang Penanaman Modal;

16.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014
tentang Daftar Bidang Usaha Yang
Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka
Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);

17.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal;

19.Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin
Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1478);

2O.Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman
Modal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1479);

21.Peraturan Kepala BKPM Nomor 16 Tahun
2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1480);
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22.Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung;

23.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2012 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung

Tengah.
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2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besamya
kemakmuran rakyat.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa akan pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

7. Pemberian Insentif adalah dukungan dari
pemerintah daerah kepada penanam modal
dalam rangka mendorong peningkatan
penanaman modal di daerah.

8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan
fasilitas dari pemerintah daerah kepada
penanam modal untuk mempermudah
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setiap kegiatan penanaman modal dalam
rangka mendorong peningkatan
penanaman modal di daerah.

9. Penanaman modal adalah segala bentuk
kegiatan menanam modal, balk oleh
penanam modal dalam negen maupun
penanam modal asing untuk melakukan
usaha di wilayah Negara Republik
Indonesia.

10. Penanam modal adalah perseorangan atau
badan usaha yang melakukan penanaman
modal yang dapat berupa penanam modal
dalam negen dan penanam modal asing.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan tugas
pemerintahan di bidang tertentu.

12. Industri pioner adalah industri yang
memiliki keterkaitan yang luas, memberi
nilai tambah dan ekstemalitas yang tinggi,
memperkenalkan teknologi baru, serta
memiliki nilai strategis bagi perekonomian
daerah.

13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik
orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria usaha
mikro.

14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri yang
dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak
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perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian balk langsung maupun
tidak langsung dari usaha menengah atau
usaha besar yang memenuhi kriteria usaha
kecil.

15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan,
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung dari
usaha kecil atau usaha besar dengan
jumlah kekayaan bersih atau hasil
penjualan tahunan.

16. Usaha Besar adalah usaha ekonomi
produktif yang dilakukan oleh badan
usaha dengan jumlah kekayaan bersih
atau hasil penjualan tahunan lebih besar
dan Usaha Menengah, yang meliputi usaha
nasional milik negara atau swasta, usaha
patungan, dan usaha asing yang
melakukan kegiatan ekonomi

17. Koperasi adalah badan hukum yang
didirikan oleh orang perseorangan atau
badan hukum koperasi, dengan pemisahan
kekayaan para anggotanya sebagai modal
untuk menjalankan usaha, yang
memenuhi aspirasi dan kebutuhan
bersama di bidang ekonomi, sosial, dan
budaya sesuai dengan nilai dan prinsip
koperasi.
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18. Kemitraan adalah bentuk-bentuk kerja
sama dalam rangka keterkaitan usaha
yang diselenggarakan oleh investor dengan
pengusaha lokal khususnya usaha mikro,
kecil, menengah dan koperasi.

19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat PTSP adalah
kegiatan penvelenggaraan perizinan dan
non perizinan yang proses pengelolaannya
mulai dan tahap permohonan sampai ke
tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam
satu tempat.

Pasal 2

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan
penanaman modal berdasarkan asas:
a. kepastian hukum;
b. kesetaraan;
c. transparansi;
d. akuntabilitas; dan
e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan pemberian insentif dan pemberian
kemudahan penanaman modal adalah:
a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi

penanam modal maupun calon penanam
modal;

b. memperluas akses dunia usaha atas data
dan informasi penanaman modal;

c. mendorong dan mengembangkan kawasan
industri;
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d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi
daerah;

e. menciptakan lapangan keija;
f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
g. mendorong meningkatnya investasi; dan
h. meningkatkan kemitraan usaha.

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan
insentif dan/ atau kemudahan kepada
penanam modal.

(2) Penanam modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :
a. penanam modal baru dan akan

membuka usaha; dan
b. penanam modal lama yang sudah

melakukan usaha dan yang akan
melakukan perluasan usaha.

BAB II

JENIS USAHA

Pasal 5

(1) Jenis usaha yang dapat memperoleh
insentif dan/atau kemudahan penanaman
modal meliputi :
a. PMA dengan bidang usaha terbuka

dengan persyaratan; dan
b. PMDN dengan skala kecil, menengah

dan besar.
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(2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. sektor pariwisata dan kebudayaan,

termasuk sektor pendukungnya;
b. sektor pendidikan, diprioritaskan pada

usaha yang mendukung pengembangan
fasilitas pendidikan;

c. sektor pertanian, diprioritaskan pada
pengolahan hasil pertanian;

d. sektor perkebunan, diprioritaskan pada
pengolahan hasil perkebunan

e. sektor petemakan, diprioritaskan pada
usaha budi daya dan pengolahan hasil
petemakan yang melakukan kemitraan
dengan usaha mikro dan kecil;

f. sektor perikanan dan kelautan,
diprioritaskan pada usaha budi daya
dan pengolahan hasil perikanan dan
kelautan yang melakukan kemitraan
dengan usaha mikro dan kecil;

g. sektor perdagangan dan jasa.
diprioritaskan pada usaha yang
mendukung ekspor;

h. sektor energi, diprioritaskan untuk
energi terbarukan; dan

i. sektor industri kreatif.

BAB III

BENTUK DAN KRITERIA

Pasal 6

(1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
a. pengurangan pajak daerah; dan
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b. pengurangan atau pembebasan
retribusi daerah;

(2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
a. penyediaan informasi lahan atau lokasi;
b. pemberian advokasi; dan
c. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 7

Pemberian insentif dan/atau pemberian
kemudahan diberikan kepada penanam modal
yang berinvestasi paling kurang Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan
sekurang-kurangnya memenuhi salah satu
knteria sebagai berikut:
a. menyerap banyak tenaga kerja lokal

minimal 50 orang;
b. melakukan industri pionir;
c. bermitra dengan usaha mikro dan kecil; dan
d. melakukan alih teknologi dan ramah

lingkungan.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN DAN DASAR
PENILAIAN

Pasal 8

(1) Penanam modal yang ingin mendapatkan
insentif dan/atau kemudahan mengajukan
permohonan kepada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.
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(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat:
a. Penanam modal baru yang akan

membuka usaha, terdiri atas :
1. profil perusahaan;
2. bentuk insentif dan/atau kemudahan

yang dimohonkan.
b. Penanam modal yang akan melakukan

perluasan usaha, terdiri atas:
1. kineija perusahaan;
2. perkembangan usaha;
3. lingkup usaha; dan
4. bentuk insentif dan/atau kemudahan

yang dimohonkan.
(3) Tata cara permohonan insentif dan/atau

kemudahan penanaman modal diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan
Penilaian Pemberian Insentif dan/atau
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

(2) Susunan keanggotaan, tugas, mekanisme
dan tata keija Tim sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 10

Bupati menetapkan penanam modal yang
memperoleh insentif dan/atau kemudahan
penanaman modal berdasarkan rekomendasi
Tim dengan Keputusan Bupati.
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BAB V
kewajiban dan hak

Pasal 11

(1) Setiap penanam modal yang mendapatkan
insentif dan/atau kemudahan penanaman
modal wajib :
a. mematuhi segala ketentuan yang

ditetapkan mengenai pemberian insentif
dan/atau kemudahan penanaman
modal;

b. menciptakan iklim usaha yang kondusif
dengan persaingan sehat dan mencegah
hal-hal yang merugikan Daerah;

c. menciptakan keselamatan, kesehatan,
kenyamanan dan kesejahteraan pekeija;

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
e. mematuhi segala ketentuan

perundangan yang berlaku bagi
penanam modal;

f. menyampaikan laporan perkembangan
usaha dan laporan terhadap insentif
dan/atau kemudahan penanaman
modal yang diterima; dan

g. menerima/ melaksanakan sanksi sesuai
ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap penanam modal yang mendapatkan
insentif dan/atau kemudahan penanaman
modal berhak :
a. mendapatkan informasi pelayanan

pemberian insentif dan/ataukemudahan penanaman modal;
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b. mendapatkan insentif dan/atau
kemudahan penanaman modal sesuai
mekanisme yang ditetapkan; dan

c. mendapatkan layanan terkait proses
pemberian, pelaksanaan, pengawasan
dan pembinaan terhadap penanaman
modal.

BAB VI

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 12

(1) Penanam modal yang menerima insentif
dan/atau kemudahan harus
menyampaikan laporan kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk paling sedikit 1
(satu) tahun sekali.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat laporan penggunaan insentif
dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha
dan rencana kegiatan usaha.

Pasal 13

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk
melakukan evaluasi terhadap kegiatan
penanaman modal yang memperoleh
insentif dan/atau kemudahan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun
sekali.

(3) Tata cara evaluasi diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.



-17-

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap
pemberian insentif dan/atau pemberian
kcmudahan penanaman modal
dikoordinasikan oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi
pengawasan atas pemanfaatan pemberian
insentif dan/atau pemberian kemudahan
penanaman modal serta kendala yang
dihadapi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan
penanaman modal yang telah ditetapkan
melalui peijanjian kerjasama atau bentuk
lainnya sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku
sampai dengan jangka waktu pemberian
insentif tersebut berakhir.

(2) Permohonan pemberian insentif yang
sedang dalam proses pengajuan dan
sampai dengan berlakunya Peraturan
Daerah ini belum diberikan, diproses
berdasarkan Peraturan Daerah ini.
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BAB IX
KETENTUAN PENÜTUP

Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih,
pada tanggal 19 Desember 2016
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd
MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih,
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd
ADI ERLANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2016 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH, PROVINSI LAMPUNG : 08/LTG/2016
Salinan sesuai dengan aslinya

Pit. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Lampung Tengah

ttd
Sudarti
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BAGI
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

I. UMUM

Penanaman modal sangat menunjang pembangunan di
Daerah, karena melalui penanaman modal semua potensi
ekonomi di daerah dapat dioptimalkan guna mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Di era Otonomi Daerah ini,
Pemerintah Daerah diberi kewenangan luas untuk
memajukan daerahnya melalui berbagai program
pembangunan. Setiap daerah memiliki keunggulan dan
potensi dapat dijadikan peluang penanaman modal, agar
investor bersedia dan tertarik untuk menanamkan
modalnya maka perlu diberikan insentif dan/ataukemudahan bagi penanam modal yang berminat untuk
membuka usaha dan akan melakukan perluasan usaha.
Kegiatan penanaman modal diharapkan mampu
meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi angkapengangguran dengan menyerap tenaga keija lokal,
meningkatkan Prod uk Domestik Regional Bruto serta serta
menimbulkan multiplier effect bagi sektor kegiatan lainnya.
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Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal di Daerah, perlu diatur lebih lanjut
denga Peraturan Daerah, sehingga dapat dipergunakan
sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk
memberikan insentif dan/atau kemudahan di bidang
penanaman modal. Peraturan Daerah ini pada pokoknya
mengatur bentuk dan kriteria insentif dan kemudahan
penanaman modal, jenis usaha yang dapat diberikan
insentif dan/atau kemudahan, tata cara, dasar penilaian,
pelaporan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan.

H. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum”
adalah asas yang meletakkan hukum dan
ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap
kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif
dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah
keterbukaan informasi daalam pemberian insentif

Huruf b
Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah
perlakuan yang sama terhadap penanam modal
tanpa memihak dan menguntungkan satu
golongan, kelompok atau skala usaha tertentu
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dan/atau kemudahan kepada penanam modal
dan masyarakat luas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan ’akuntabilitas” adalah
bentuk pertanggungjawaban atas pemberian
insentif dan/atau pemberian kemudahan
penanaman modal

Huruf e
Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah
pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta
jaminan yang berdampak pada peningkatan
produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Huruf a
Pemberian kemudahan dalam bentuk
penyediaan lahan atau lokasi antara lain:
a. informasi rencana tata ruang wilayah;
b. bantuan teknis pengadaan lahan;

dan/atau
c. percepatan pengadaan lahan.
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Huruf b
Pemberian advokasi antara lain :
a. layanan konsultasi usaha; dan/atau
b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian

malpraktik administrasi usaha.

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH NOMOR 09


